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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan, tugas, dan
fungsi dibidang kehumasan dalam pelaksanaan urusan
wajib bidang komunikasi dan informatika di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan pedoman pelaksanaan tugas
kehumasan;

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51
Tahun 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas-Tugas
Kehumasan Di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan
perkembangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyebarluasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
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Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Hubungan Masyarakat Pemerintah yang selanjutnya disebut Humas
Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu penyelenggara
pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang
komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan
sebaliknya.

4. Lembaga Kehumasan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disebut Lembaga Kehumasan adalah unit organisasi
dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen
bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.

5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

6. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi
kepada masyarakat khususnya melalui media massa.

7. Juru Bicara Pemerintah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya
melakukan kegiatan penyebarluasan informasi.

8. Pejabat Kehumasan adalah kepala unit kerja yang melaksanakan urusan
wajib bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah.

10. Kepala Pusat Penerangan yang selanjutnya disingkat Kapuspen adalah
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan kebijakan fasilitasi
pelaksanaan penerangan masyarakat dan melaksanakan pembinaan
hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta merumuskan
kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUGAS, KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA KEHUMASAN
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Pasal 2

Lembaga Kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
tugas:

a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan,
program dan kegiatan pemerintah.

b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat
secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan
dinamika masyarakat.

c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah
secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat.

d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara
masyarakat dan pemerintah.

e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi
kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.

(2) Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai
fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 4

(1) Pejabat kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertindak
sebagai juru bicara Menteri Dalam Negeri.

(2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris
Jenderal.

Pasal 5

(1) Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertindak
sebagai juru bicara Gubernur.

(2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 6

www.djpp.kemenkumham.go.id


